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ABSTHRAK

Penerapan  Pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen tentong
kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen minuman kadaluwarsa beriujean
untuk menghindan hal-hal yang dapat merugikan konsumen vaitu kesehatan dan
xeselumatan Jiwanya, Bewajiban pelaku usaba merupakan tmplementasi dari hak-
hak konsumen yang diater dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentanp
petlindungan konsumen,

Permasalahn yang penulis angkat adalah mengenai bagaimana pemahaman
masyarakal lerhadap daluwarsa pada micuman, bagaimana tanggung jawab pelako
usaka dan Badan POM terhadap konsumen minumaon doluwarsa dan bentuek
penyelesaian sengheta antara pelake usaha dengan konsumen, Untuk mengetshui
Jjawaban dan permasalaban ini dilakokan pepelitian yvang  bersiliat yuoridis
sostologis dengan metode pengumpulan data sekunder dan primer. Data primer
dilakukan di PT, Hero dan Balal Penpawas Ohat dan Makanan Padang, dan juga
lerhadagp 50 arang responden, yaito dengar imenppunakan metede wawanears dan
penelitian kepustakaan den kaisioner.

Hanya 14 % arang sesponden saja, wvang lebily memperbatikan daluwarsa
sewakio memilih suatn produk minwman, hal ini sesuai denpan Pasal 7 huref b
yaitu mengenai informas: yang benar dan jujur mengenai kandisi barang danfatay
Jasa, Tanggungjawab BPOM adalah melakukan pemeriksaan dan penvidikan rutin
pada distributor dan pabrik yang oda di sekitw wilavah covefment arca Balai
POM Padang. Benwk penvelesaian dasd senpkela antara pelako usaha dengan
konsumen dapat ditempub dengan tiga jalur, vaiw jalan damad, melalui badan
peradilan umum, dan di luar badan peradilan umum.

Dari hasil penelitian dapar disimpulkan hahwa belun: semus masvarakat
mengetahui Undang-undang Nomor 8 tahun (999, jadi masyarakat belum
sepenubnya mengetahui hak-hak dan kewsjibannya baik itu sehagai pelaku usaha
maupun sebaga konsumen. Penyelesaian sengkets antora pelaky usaha dengan
konsumen cederung diselesaikan secara damai.
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PENDAHULLAMN

A. Latar Belakang

Pernah disinyalir oleh Ketoa Siernationa! Organization of Canstiners
Urien (IOCL), sckarang CL Ema Witular, babwa Perlindungan Kensumen di
[ndonesia masih tertinpgal. Ketertinggalan tidak hanya dibandingkan dengan
negara maju bahkan bila -:i':l:-an-:l‘.ngka& dengan negara-negara tetangga, sepert|
balaysia, Philipina, Thailand, dan Singapura.’ Dilihat dani sejarabova, gerakan
perlindungan konsumen di Indonesia dipopulerkan 20 tahun vang lalu, vakni
dengan berdivinya suatu lembaga swadaya masyarakat (non gﬁt'ur:1|uu1[e'1]_
arganization) yang bernama Yayasun Lembaga Konsumen Indonssiz ["{L}il}_
setelab YLEI muncul organizasi vang serupa, antara lain Lembapa Pembinaan _
dan Perlindungan Kensumen (LE2K), di Semarang vang berdiel sejak Februar
1988 dan pada tabun 1990 bergabung sebagai anpeola Consumer fiernational
{CI).

Di luar i, dewasa ini cukup banvak lembags swadava masyaraka
serupa yung berorientast pada kepentingan pelavanan konsumen, scperti
Yayasan Lembapa Bina Konsumen [ndonesiz (YLBKI} di Bandung dan
perwakilan YLEI di berbagai propinsi di tanah air. YLD muncul dar
sekelompok kecil anggota masvarakal yang diketual oleh Lasmidjah Hardi,
yang semula mempromasikan hasil predok Indonesia, Ajang pramasi yang
dibers noma pekan Swakaryz e menimbulban dde bagi mereka  antuk

membentuk wadah bagi gerakan perlindungan konsumen Indonesia. 1de ini

"Zidira: Hukam Perlindengan Bassumen lndunesse, Geasindo, Jakara, 29000 kal, 40

ik



ditvangkan dalam angparan daszr vayasan dibadapan Netazsis GUILS Loemban
Tobing 5.H dengan akie nomor 26, 11 Met 1973,

Yayasan ini sejok semula tidak mau berkonfrontasi dengen produsen
(pelaku usaha) apalagi dengan pemerictah. Mal ini dibukdkan benar alel
YLEL yukm dengan menyelenpparakan Pekan Swakarya 11 dan 110, yung
benar-benar dimanfaatkan oleh kalangan produsen dalan negeri, Dalam
sudsana kerjasama ini kemudian labir motto yvang diceteskan oleh Ny, Kartiono
Sujona Prawirabisma bahwa YLKD bertujuan untuk melindungi konsumen,
menjaga martabat produsen, dan niembanu pemerintalh.

YLKI memiliki berbagai cabang di berbapai propinsi dzn mempunyai
pengaruh yang cukup besar karena dudukung media massa. Beberapa harian
nastotal seperli, Medio Indonesio, dan Kompas secara rutin menvediakan
kolom khusus membahas keluhan-keluban konsumen. Demikian juza dalam
berbagai pertemuan ilmioh dan pembaliasan peraturan-peraturan perendang-
undangan, YLKI dianggap sebagai mitra vang preseniatif,

Fublikasi vang dilakukan aleh YLK di media massa membaws damypak
terhadap  konsumen. Dampak terscbut adalsh berupa  renksi-reaksi VAT
dibertkan oleh produsen, baik berupa korcksi maupun bantahan, Hal ini
menurjukan dalam memaseki perjalanan dasawarsa ketiga, YLEI AL
berperan besar.

Metade kerja YLKI baru pada penelitian terhadap sejumlab produk
barang atau jasa dan mempublikasikan basilnya kepada masyarakal, Gerakan
ini belum mempunyai kekuatan untuk memberlakukan atzu mencabut suatu

peraturan. YLKI juga tidak dapat sepenuhnya mampu mandin sepert Fosd
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KESIMPULAN DAN SARAN

Pada akbir thsan i, berdasarkan penelitian vang penolis lakukan jugs
vratan pembahasan dari bob-bab sebelumnya, dapat dikemukakan heherapa
kesimpulan dan saran scbhagai berikut ;

A. Kesimpulan
1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, teelibar hahwa kurangnya

perhatian dari konsumen terhadap daluwarsa pada praduk minuman,

Karena dar 30 orang respanden bhapya 7 orang responden sajn vang lebih

mengutamakan  dalwwarsa  dibandingkan  responden  vang  laivova,

Konsumen lebih mengutamakan rasa dan gizi dard suatu produk minwman.

2. a. Tanggung jowab darl pelaku usaba lerhadap kensumen minuman
daluwarss merpakan afiliasi dari kewajiban pelake usaha, pelaku
usaha belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya. Terlihal dar
hasil laporn tahunan terdapat 132 sarana produksi yang  tidak
memenuhi svarat dari 160 sarany produksi vang diperiksa, dan dari
267 sarana distribusi, 87 dianfaranya tidak memenuhi syzrat,

0. Pelaksansan dari kewenangon dan fungsi dari Badan POM belum
oplinmal. Berdasarkan laperan tahunan 2002, dart hasil pemeriksaan
terdapatl¥3 produk pangan dard 860 produk pangan vang diperiksa
tidak memenchi syaral, ada vang tidak memiliki label nama dan alamat
pabrik, tidak mencanumkan komposisi, nomor dari departemen

keschatan, nomor produksi, tangeal daluwarsa dan berat! isi dar
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